PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG
USAHA DAN PERAN MASY ARAKAT JASA KONSTRUKS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a bahwa ddam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Kongruks diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengena jenis, bentuk dan bidang
usaha, regidras, sertifikes keterampilan, dan keshlian kerja, perizinan usaha jasa konstruks,
sata pengaturan peran masyarakat jasa konstruks yang diwujudkan daam bentuk Forum
dan Lembaga;

b. bahwa schubungan dengan ha tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruks;

Mengingat;

1. Peasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Ussha Tidek Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999  Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817)

Undang-undang Noinor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruks (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA
KONSTRUKSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Daam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

4.

Lembaga addah organisss ssbagamana dimaksud ddam Undang-undang Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konsruks, yang bertuyuan untuk mengembangkan kegiatan jasa
konstruks nasond.

Kladfikas addah bagian kegiatan regisras untuk menetapkan penggolongan usaha di

bidang jasa kondruks menurut bidang dan sub bidang pekerjaan aau penggolongan profes

keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruks menurut dan
atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masmg-masing.

Kudifikes addah bagian kegiatan regisdras untuk menetgpkan penggolongan usaha di

bidang jasa konstruks menurut tingkat/kedalaman kompetens .dan kemampuan usaha, atau

penggolongan profes dan keshlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruks
menurut tingkat/kedaaman kompetens dan kemampuan profes dan keahlian.

Sertifikes addah :

a. prosss penilaan untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasfikes dan kudifikes aas
kompetens dan kemampuan usaha di bidang konstruks yang berbentuk usaha orang
perseorangan atau badan usaha; atau

b. proses penilaan kompetens dan kemampuan profes keterampilan kerja dan keahlian
kerja seseorang di bidang jasa kondrukds menurut digplin @ kelmuan dan  atau
keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
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Sertifikat addah :

a. tanda bukti pengakuan dadam penetgpan klasfikas dan kudifikes aas kompetensi dan
kemampuan usaha di bidang jasa konstruks baik yang berbentuk orang perseorangan
atau badan usaha; atau

b. tanda bukti pengakuan atas kornpetens dan kemampuan profes keerarnpilan kerja dan
keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruks rnenurut displin kelmuan
dan atau keterarnpilan tertentu dan atau kefungsan dan atau keahlian tertentu.

6. Akreditas addah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lernbaga terhadap :

a. asodad perusahaan jasa konstruks dan asosad profes jasa konstruks atas kornpetens
dan kinerjaasosias untuk dapat rnelakukan sertifikas anggotaasosas; atau

b. inditus pendidikan dan pdatihan jasa konsruks aas kompetens dan kinerja inditus
tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterarnpilan kerja dan aau sertifikat keshlian
kerja.

Badan usaha add ah badan usaha di bidang jasa konstruks.

Menteri adaah Menteri yang bertanggungjawab dalarn bidang konstruks.
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Pasa 2
Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruks rneliputi usaha jasa konstruks,
tenaga kerja konstruks, peran masyarakat jasa konstruks, dan penerapan sanks.

BAB II
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama
Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha
Pasd 3
Usahajasa konstfuks mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha
jasakongtruks.
Pesd 4

(1) Jenis usaha jasa kongruks sebagairnana dimaksud dalarn Pasd 3 mdiputi jasa perencanaan,
jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruks.

(2) Ustha jasa perencanaan pekerjaan  konsiruks  memberikan  layanan  jasa  konsultans
perencanaan yang rndiputi bidang pekerjaan agtekturd, dpil, rnekanika, dektrika, dan
atau tata lingkungan.

(3) Usdha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruks mernberikan layanan jasa pelaksanaan yang
mclipuli bidang pekcrjaan arstekturd, spil, mckanik, dektrika, dan atau tata lingkungan.

(4) Ustha jasa pcngawasan  pekerjaan  konstruks  membcrikan  layanan  jasa  konstruks
pengawasan yang meipuli bidang pekerjaan asteklurd, spil, mekanika, dektrikd, dan
atau tata lingkungan.

Pasa 5
(1) Lingkup layanan jasa percncanean pekerjaan konstruks sebagaimana dimaksud ddam Pasd
4 ayat (2) dapat terdiri dari :
a urve,
b. perencanaan umum. studio makro. dan studio mikro;
C. dudi kelayakan proyek. industri. dan produks;
d. perencanaan teknik. operas. dan pemeliharaan;
e. penditian.
(2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruks sebagaimana dimaksud ddam Pasd
4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
a. pengawasan pel aksanaan pekerjaan konstruks;
b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasl
pekerjaan konstruks.



(3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegras dapat
terdiri dari jasa:
a. rancang bangun;
b. perencanaan, pengadaan. dan pelaksanaan terimajadi;
C. penyelenggaraan pekerjaan terimgjadi.
(4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup
antaralain jasa:
a. mangemen proyek;
b. mangemen kongtruks;
c. penilaian kuditas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Pasa 6
(1) Bentuk usaha ddam kegiaan jasa konstruks sebagaimana dimaksud ddam Pasd 3 mdipui
usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
(2) Badan usahanasiond dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 7
(1) Bidang usaha sshagaimana dimaksud ddam Pasal 3 terdiri dari :

b. bidang pekerjaan adtekturd yang meiputi antara lain argtektur bangunan berteknologi
sederhana, argtektur bangunan berteknologi menengah, arditektur bangunan berteknologi
tinggi, adgtektur ruang dadam bangunan (interior), ardtektur lansekep, termasuk
perawatannya;

C. bidang pekerjaan spil yang mdiputi antara lan jdan dan jembaan, jdan kereta api,
landasan, terowongan, jaan bawah tanah, saturan drainase dan pengenddian banjir,
pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan aau prasarana sumber
daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruks tambang dan pabrik, termasuk
perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);

d. bidang pekerjaan mekanikd yang mdiputi antara lan ingtdad tata udaradAC, inddas
minyak/gas'geotermd, inddlas  indudri, isolas terma dan suara, konstruks lift  dan
eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;

e. bidang pekejaan dektrikd yang mdiputi antara lan ingdas  pembangkit, jaringan
transmis dan didribug, inddas lidrik, snyd dan tdekomunikas kereta gpi, bangunan
pemancar radio, tdekomunikes dan swana bantu naviges udara dan laut, jaringan
tedekomunikas, sentra telekomunikas, indrumentas, penangkd  petir, termasuk
perawatannya;

f. bidang pekejaan taa lingkungan yang mdiputi  aitara lan  penataan
perk.otaavplanologi, andisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan
lannya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan ar bersh dan pengolahan limbah,
perpipaan air bersh dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya

(2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) menjadi sub bidang
pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

Bagian Kedua
Klasfikes dan Kudifikes Usaha

Pesal 8
(1) Usaha orang peseorangan dan badan usaha jasa konstruks harus mendapatkan klasifkas dan
kudifikaes dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
(2) Klasitikas usahagasa konstruks terdiri dari ;

a. klasfikes usaha bersfaa umum diberlakukan kepada badan ussha yang mempunya
kemampuan untuk meaksanekan satu atau lebih bidang pekerjaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasdl 7;

b. klasfikes usaha bersfa spesdis diberlakukan kepada ussha orang perseorangan dan
aau badan ussha yang mempunyai kemampuan hanya medaksanakan satu sub bidang
atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud ddam Pasdl 7,



c. klasfikes ussha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan
kepada usaha orang perseorangan yang mempunya kemampuan hanya meaksanakan
suatu keterampilan kerjatertentu.

(3) Kudifikas usaha jasa konstruks didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetens dan potens
kemampuan usaha, dan dapat digolongkan ddam;

a. kudifikag usaha besar;

b. kudjfikes usaha menengah;

c. kudlifikas usahakecil termasuk usaha orang perseorangan.

(4) Setifikat kladfikes dan sertifikat kudifikes ussha orang perseorangan dan badan usasha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkada ditditi/dinilai kembali oleh Lembaga.

(5) Pdaksanaan kladfikes dan  kudifikes ussha orang perseorangan dan badan usasha
sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dgpat dilakukan oleh asodas perusshaan yang telah
mendapat akreditas dari Lembaga.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), ayat (2), ayat (3), aya (4). dan
ayat (5) ditetgpkan oleh Lembaga.

Pasa 9

(1) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultas perencanaan dan atau jasa
konsultas pengawasan konstruks hanya depat melakukan layanan jasa perencanaan dan
layanan jasa pengawva sesua dengan klasfikes dan  kudifikes yang ditetapkan oleh
Lembaga.

(2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruks hanya dapat melaksanakan pekerjaan
kongruks sesuai dengan kladfikes dan kudifikes yang djtetepkan oleh Lembaga untuk
pekerjaan yang berisko kecil.berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

(3) Badan usaha jasa pelaksana konstruks yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat
mengerjakan pekerjaan kondrukg sesua dengan klasfikas dan kudifikes yang ditetapkan
oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisko kecil sampa sedang, berteknologi sederhana
sampa madya, serta berbiayakecil sampal sedang.

(4) Badan usaha jasa pelaksana konstruks yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan
pekerjaan kongtruks sesuai dengan klasifikas dan kudifikas yang ditetapkan oleh Lembaga.

(5) Untuk pekerjaan kongtruks yang berisko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau
yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasd 10

(1) Kriteriarisko pada pekerjaan konstruks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

a. kriteria risko kecil mencakup pekerjaan konstruks yang pelaksanaannya  tidak
membahayakan kesd amatan umum dan harta benda;

b. kriteria risko sedang mencakup pekerjaan konstruks yang pelaksanaannya  dapat
berisko membahayakan kesdlamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;

c. kriteria risko tinggi mencakup pekerjaan kongtruks yang pelaksanaannya berisko sangat
membahayakan kesdamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

(2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruks sebagaimana dimaksud daam
Pasd 9 terdiri dari :

a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruks yang menggunakan dat
kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;

b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruks yang menggunakan sedikit
perdatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;

c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruks  yang menggunakan banyak
perdatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

(3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruks sebagaimana dimaksud ddam Pasa 9
terdiri atas kriteria biaya kecil dan aau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan
berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risko, teknologi, dan biaya sebagamana dimaksud
ddam ayat (4. ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.



Pasa 11
(1) Penanggung jawab teknik badan ussha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa
pengawasan harus memiliki  serifikat  keterampilan dan  aau  keahlian sesua dengan
klasifikes dan kudifikas tenaga kerja konstruks.
(2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha,
dilarang merangkap sebagal tenaga tetgp pada usaha orang perseorangan atau badan usaha
lannyadi bidang jasa kosntruks yang sama.

Bagian Ketiga
Registras Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasdl 12

(1) Badan usaha bak nasona maupun asng sebagamana dimaksud ddam Pasd6, yang tdah
mendapat  sartifikat  klasfikes dan sartifikat  kudifikes, wgib mengikuti regdras  yang
dilakukan oleh Lembaga.

(2) Pemberian tanda registras badan ussha sebagaimana dimeksud dadam ayat (1) dilakukan
dengan cara menditi/menila sartifiket klasfikes dan satifiket kudifikas yang dimiliki oleh
badan usaha

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan regidras sebagamana dimeksud dalam ayat
(2), ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Keempat
Akreditas Asosias Perusshaan Jasa Konstruks

Pasal 13
(1) Lembaga meaksanakan akredited terhadgp asosad perusshaan yang telah  memenuhi
persyaratan untuk menydenggarakan kladfikes dan  kudifikes sebagamana  dimaksud
dalam Pasal 8.
(2) Asosas  perusthaan  sebagaimana dimeksud daam ayat (1) waib melgporkan  hasl
klasifikes dan kudifikas yang dilakukannya kepada Lembaga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditas ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Kdima
Perizinan Usaha Jasa Konstruks

Pasal 14

(1) Badan usdha nasond yang menydenggarekan ussha jasa kondruks wagib memiliki izin
usaha yang dikduarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domislinya

(2) 1zZin ussha sebagamana dimeksud ddam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan
usaha jasa kongtruks di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(3) 1zin usaha sebagaimana dimaksurl dadam ayat (1) diberikan pada badan ussha nasond yang
telah memenuhi persyaratan :
a. memiliki tandaregistras badan usahayang dikeluarkan oleh Lembaga;
b. medengkepi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lannya

yang terkait dengan kegiatan usaha

(4) Badan ussha asng yang menydenggarakan usaha jasa kondruks wgib memiliki izin usaha
yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki tandaregistras badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
b. memiliki kantor perwakilan di Indonesa;
c. memberikan lgporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih  lanjut mengena  pedoman persyadan pemberian izin  sebagamana
dimaksud ddam ayat (1). ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) akan \ditetapkan oleh Menteri.



BAB Il
TENAGA KERJA KONSTRUKS

Bagian Pertama
Sertifikes Keterampilan Kerja dan Sertifikas Keahlian Kerja

Pasal 15

(1) Tenaga kerja konstruks harus mengikuti  sertifikes  keterampilan  kerja atau  sertifikes
keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga. yang dinyatakan dengan sertifikat.

(2) Setifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi
persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.

(3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang tedah memenuhi persyaratan
berdasarkan displin keilmuan dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

(4) Setifikat keterampilan kerja dan sartifikat keshlian kerja sebagaimana dimaksud ddam ayat
(1), secara berkda ditditi/dinila kembdi oleh Lembaga

(5) Pelaksanaan sartifikes sebagaimana dimaksud daam ayat ( 1) dapat dilakukan oleh asosas
profes atau indtitus pendidikan dan peatihan yang telah mendapat akreditas dari Lembaga.

Bagian Kedua
Klasfikes, Kudifikas, dan Regidtras
Tenaga KerjaKonstruks

Pasal 16
(1) Setifikes keterampilan kerja dan sertifikes keshlian kerja sebagamana dimeksud ddam
Pasd 15 dilakukan meaui klasifikas dan kudifikes tenaga kerja konstruks.
(2) Jenis-jenis klagfikes dan kudifikes tenaga kerja konsruks sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasd |7
(1) Tenaga kerja kondruks yang telah mendapat sertifikat keterampilan kerja aau sertifikat
keahlian kerjawagjib mengikuti registras yang dilakukan oleh Lembaga
(2) Pemberian tanda regidras tenaga kerja konstruks sebagaimana dimaksud ddam ayat (1)
dilakukan dengan cara menditi/menila  sartifikat kerja atau sertifikat keshlian kerja yang
dimiliki oleh tenaga kerja

Pasdl 18
Ketentuan lebih lanjut mengena tata cara sartifikad, kladfikas, kudifikas, dan registras tenaga
kerja konstruks sebagaimana dimaksud daam Pasal 15, Pasd 16, dan Pasd 17 ditetapkan oleh
Lembaga.

Bagian Ketiga
Akreditas Asosas Profes dan Indtitus
Pendidikan dan Pdlatihan

Pasal 19
(1) Lembaga meaksanakan akreditas terhadap asosas profes dan inditus pendidikan dan
peatihan yang tdah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Asodas profes dan ingjtus pendidiken dan pedihan sebagamana dimaksud dadam ayat
(1), wajib melgporkan hasil sertifikas yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal persyaratan akreditas ditetapkan oleh Lembaga.



BAB IV
PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKS

Bagian Pertama
Forum Jasa Konstruks

Pasal 20

(1) Forum jasa kongtruks merupakan sarana komunikas, konsultas, dan informes antara
masyarakat jasa kondruks dan Pemerintah dadam bentuk pertemuan tetap yang dfatnya
independen dan mandiri untuk membahas secara trangparan berbaga hd yang berhubungan
dengan jasa konstruks.

(2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruks, dan dunia ussha yang berkepentingan
dengan jasa konstruks dapat menyampaikan aspirasinya kepada Forum.

(3) Hasl Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosas yang terkait sebaga
bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruks nasiond.

Pasal 21
(1) Forum terdiri dari unsur-unsur :
asosas perusahaan jasa konstruksi;
asosas profes jasakonstruks;
asosas perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruks;
masyarakat jntelektud,;
organisad  kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruks
dan aau yang mewakili konsumen jasa kongtruks;
f. ingtang Pemerintah; dan
0. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
(2) Forum mempunyal fungs untuk :
menampung dan menyadurkan aspirad masyarakd;
membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan jasa kongtruks nasiond;
menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat;
memberi masukan kepada Pemerinteh ddam merumuskan pengaturan pemberdayaan,
dan pengawasan.
(3) Untuk kelancaran dan ketertiban jaannya Forum, setigp kdi kegiatan Forum dipimpin oleh
seorang ketua sidang, yang dipilih oleh dan dari peserta
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Pasal 22
(1) Untuk mendukung tersdenggaranya Forum sebagaimana dimaksud ddam Pasd 20 ayat (1),
Pemerintah bak di pusat maupun di daerah memfaglitas penydenggaraan Forum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengena fadlitas penydenggaraan Forum diatur oleh Menteri.

Pasal 23
Pendanaan kegjatan Forum dapat djperoleh dari :
a. Lembaga;
b. sumbangan dan atau bantuan peserta Forum;
C. sumbangan dan atau bantuan pihak lain yang tidek mengikat.

Bagian Kedua
Lembaga Jasa Konstruks

Pasal 24
(1) Lembaga jasa kondgruks didirikan di tingkat nasond dan di tingkat daerah untuk
melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruks.
(2) Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga tingkat daerah
berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan.
(3) Lembaga beranggotakan wakil-wekil dari :
a. asodad perusahaan jasakonstruks;
b. asosias profes jasakonstruks;



c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruks; dan
d. ingand Pemerintah yang terkait.

(4) Asosas perusshaan sebagamana dimaksud ddam ayat (3) huruf a merupakan sau aau
lebih wadah organisss dan aau himpunan pengussha orang perseorangan dan atau
perusshaan bak yang berbadan hukum maupun tidek berbadan hukum yang bergerak di
bidang jasa kondruks yang bersfa umum atau spesdis sarta memiliki keterampilan dan
atau keahlian sesuai dengan kriteria;

a. berdfat nasond ddam arti :
1) berbentuk organisss yang tidek memiliki cabang; tetgpi ruang lingkup usaha
anggotanya bergfat nasiond; dan
2) berbentuk orgenisess yang memiliki cabang-cabang aau perwakilan  sekurang-
kurangnyadi 5 (lima) daerah proping di Indonesia
b. mempunya tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspiras anggotanya;
c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosad; dan
d. medakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan mangemen usaha bagi anggota:
anggotanya.

(5) Asodad profes sebagaimana dimeksud ddam ayat (3) huruf b merupakan satu atau lebih
wadah organises dan aau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar
kesamaan displin kellmuan dan aau profes di bidang konstruks aau yang berkatan
dengan jasa kongtruks yang memenuhi kriteria:

b. bersfa nesond ddam arti :
1) berbentuk organisas yang tidek memiliki cabang, tetapi keanggotaannya berdfat
nasond; atau
2) berbentuk orgenisss yang memiliki cabang-cabang aau perwakilan  sekurang-
kurangnyadi 5 (lima) daerah proping di Indonesia
C. mempunyal tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspiras anggotanya;
d. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profes; dan
e. meakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian bagi
anggota- anggotanya.

(6) Pakar sebagaimana dimaksud ddam aya (3) huruf ¢ mcrupakan satu orang atau lebih yang
memenuhi kriteria sebagal ahli di bidang jasa konstruks berdasarkan disiplin keilmuan dan
adau pengdaman, sata mempunya minat untuk berperan ddam pengembangan jasa
konstruks dan bukan pengusaha jasa konstruks .

(7) Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ddam arat (3) huruf ¢ merupakan satu orang
aau lebih yang berasal dari inditus pendidikan yang memenuhi kriteria :

a. mempunya jurusan displin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa kongtruks;
b. tdah memenuhi persyaratan akreditas perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendas
dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipas ddam Lembaga

(8) Wakil ingand Pemerintah sebagaimana dimaksud ddam ayat (3) huruf d, merupakan peabat
dari stu atau lebih ingans yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan
dengan jasa kongtruks yang direkomendas oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Lembaga sebagamana dimeksud ddam Pasd 24 mempunya Sfat nasond  independen,
mandiri, dan terbuka yang ddam kegiatannya bergfat nirlaba.

(2) Pembentukan Lembaga sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah secara hukum
dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasdl 24.

(3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungs, serta mekanisme kerja Lembaga sebagamana
dimaksud daam ayat ( 1 ), ditetapkan ddam anggaran dasar dan anggaran rumah langga
Lembaga.

Pasal 26
(1) Lembagatingkat nasona meneapkan norma dan aturan yang bersfat nasiond.
(2) Lembaga tingkat daerah daam meaksanakan fungsnya berpedoman pada norma dan aturan
yang telah ditetapkan oleh Lemhagatingkat nasond sebagaimana dimaksud ddam ayat (| ).



Pasal 27

(1) Untuk meaksanakan tugas dan fungsnya Lembaga dgpat memperolen dana yang antara lain
berasal dari :
a. pendgpatan imbaan atas layanan jasa Lembaga;
b. kongribus dari anggota Lembaga;
C. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud
ddam aya (1) seta tata cara pertanggungiawaban penggunaannya ditetgpkan dadam
musyawarah Lembaga

Pasal 28
(1) Lemhaga mempunya tugas untuk :
a. medakukan dan mendorong penditian dan pengemhangan jasa konstruks;
b. menyeenggarakan pendidikan dan peatihan jasa konstruks;
c. mdakukan regidras tenaga kerja konstruks yang mdiputi klasfikes, kudifikes, dan
sertifikes keterampilan dan keahlian kerja;
d. meakukan registras badan usaha jasa konstruks;
e. mendorong dan meningkatkan peran abitrase, mediad, dan penila ahli di bidang jasa
kongtruks.
(2) Daam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud daam ayat ( 1 ), Lembaga
dapat :
a.  mengembangkan Ssem informas jasa kongruks;
h. menyusun model dokumen lelang, mode kontrak kerja konstruks dan pedoman tata cara
pengikatan;
b. meakukan sosdias penergpan sandar nasond, regiond, dan intemasiond,;
c. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasonad maupun intemasiond.

Pasal 29

Lembaga mempunya kewenangan dan tanggung jawab daam :

a. memberikan akreditas kepada:

1) asodas  perusshaan  untuk membantu Lembaga dadam rangka menydenggarakan
klasfikas dan kudifikes badan usaha;

2) asodas profed, inditus pendidiken dan peatihan untuk membantu Lembaga ddam
rangka penyelenggaraan sertifikas ketcrampilan kerja dan keahlian kerja.

b. mcmberikan datus kesetaraan sertifikat keshlian tenaga kerja asing dan regidras  badan
usshaasing.

C. menyusun dan meumuskan  ketentuan-ketentuan  mengenal  tanggungjawah  profes
berlandaskan pringp-pringp keahlian sesua dengan  kaidah  kellmuan,  kepatutan  dan
kguuran  intdektud ddam menjdankan profesnya dengan tetgp  mengutamakan
kepentingan umum.

d. memberikan sanks kepada asosiad pcrusahaan, asosas profes, dan ingtitus pendidikan dan
pelatihan yang mendapat akreditas dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.

e. memberikan sarks kepada pcnyediajasa konstruks atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

BABV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Pdanggaran terhadep Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanks adminidratif yang ditetapkan
oleh:
b. Pemerintah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis,
c. Pemerintah kepada penyediajasa, berupa:

1) pcringaan tertulis,

2) pembekuan izin usahg;

3) pcncabutan izin usaha, dan atau

4) larangan melakukan pekerjaan.
¢. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosias, berupa:



1) peringaan tertulis,
2) memaskkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;
3) pencabutan akreditasi;
4) pembatasan bidang usaha;
5) pcncabutan tanda registras badan usaha; dan atau
6) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja
d. Asosas kepada anggota asosias, berupa:
1) peringatan tertulis,
2) pencabutan keanggotaan asosas;
3) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian tetap.

Pasal 31
Pelenggaran terhadap ketentuan Pasd 8 ayat (| ), Pasd 9, dan Pasa 10 yang dilakukan oleh
usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruks dikenakan sanks berupa:
peringatan tertulis,
memasukkan dalam daftar pembatasarylarangan kegiatan usaha;
pembatasan bidang usaha;
pencabutan sertifikat keterampilan atau keshlian kerja;
pencabutan registras; dan atau
pembatalan keanggotaan asosias.
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Pasal 32
(1) Pdanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang dilakukan oleh penanggung jawab
teknik dikenakan sanks adminidretif berupa:
a. peringatan tertulis,
b. memasukkan dalam daftar pembatasarvlarangan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.
(2) Pdanggaran terhadap ketentuan Pasd 11 ayat (2) yang dilakukan oleh tenaga teknik dan
tenaga ahli pada badan usaha dikenakan sanks berupa:
a. peringatan tertulis,
b. memasukkan ddam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Pasal 33

(1) Pdanggaran terhadap ketentuan Pasd 13 ayat (2 ), Pasd 19 ayat (2) yang dilakukan oleh
ansas peusshaan, asosas profes dan atau inditus pendidikan dan peatihan dikenakan
sanks berupa:
a. peringaan tertulis,
b. memasukkan daam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
C. pencabutan akreditas.

(2) Pdanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Lembaga
dikenakan sanks berupa peringatan tertulis dari Pemerintah.

Pasal 34
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasd 12 ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha nasiond
maupun asing dikenakan sanks berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. larangan mel akukan pekerjaan di bidangnya.

Pasal 35
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasd 14 ayat (1), aya (2), dan ayat (3) yang dilakukan oleh
badan usaha dikenakan sanks berupa:
a. peringatan tertulis
b. pembekuan izin usaha; atau
C. pencabutan izin usaha
(2) Pdlanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan olen badan usaha asng
dikenakan sanks administras berupa:



a. peringatan tertulis; atau
b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36
Sanks administras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 32, 33, 34 dan 3 dikenakan sesua
dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 37
(1) Ketentuan yang dikduarkan oleh Lembaga yang menyangkut masyarakat jasa konstruks
wajib dilaporkan kepada Menteri paing lambat 15 (limabelas) hari setelah dikeluark.an.
(2) Pemerintah dapat membatakan ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga yang merugikan
kepentingan umum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenal usaha dan peran masyarakat jasa konstruks yang telah ada, sepanjang tidak
bertentangan aaupun belum diubah atau diatur kembai berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini, dinyatakan telgp berlaku,

(2) Setifikat keterampilan kerja dan sartifikat keshlian kerja yang telah diterbitkean sebelum
dikduarkannya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampa masa berlakunya sertifikat
berakhir atau paing lama 1 tahun sgjak dikeuarkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Aga stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Pemerintah  ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesa

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Me 2000,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN W AHID
Diundangkan di Jekarta
padatanggal 30 Me 2000
F. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BONDAN GUNAWAN
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG
USAHA DAN PERAN MASY ARAKA T JASA KONSTRUKSI

UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruks telah mengatur landasan pokok
dalam penyedenggaraanjasa konstruks. Berdasarkan Undang- undang tersebut perlu diadakan
peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah guna menindaklanjuti - ketentuanketentuan
yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Ddam Pasd 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 dinyatekan bahwa jenis usaha, bentuk
usaha dan bidang usaha jasa konstruks perlu diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Daam Pasd 10 Undang-undang tersebut dinyatakan pula bahwa Pemerintah harus mengatur tata
caa penydenggaraan perizinan usaha, kladfikes usaha, kudifikes usdha, sata setifikas
keterampilan dan sertifikes keshlian kerjajasa konstruks.

Ddam undang-undang jasa kondruks juga dikend idilah masyarakat jasa kongruks di samping
masyarakat umum, yatu masyarekat yang mempunya kepentingan dan aau kegiaan yang
berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruks.

Untuk menydenggarakan peran masyarakat jasa kondruks dilakukan melaui kegiatan forum
jasakongtruks dan mddui lembaga yang independen dan mandiri.

Forum jasa kondruks mempunya kesempatan yang sduas-luasnya untuk berperan daam upaya
menumbuhkembangkan jasa kondruks nasond. Lembaga jasa konsruks bertujuan untuk
mengembangkan jasa konstruks dan dibentuk oleh masyarakatjasa konstruks.

Untuk menyelenggarakan kegiatan jasa kondruks, perlu diatur mengena ketentuanketentuan
yang menyangkut kriteria, pengawasan, dan ketentuan sanks yang diaiur dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Dengan demikian, ketentuan daam Peraturan Pemerintah ini dapat menjadi acuan ddam
penydenggaraan dan pembinaan jasa konsiruks.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruks merupakan kriteria dan batasan yang ditetgpkan
dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruks.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Huruf a

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesual ketentuan dari pengguna jasa,
menyediakan jasa peleksanaan dan atau pekerjaan lannya yang dgpat mencakup kombines
berbagai bidang pekerjaan secara terintegras  (design and built, enginering procurement,
congtruction).

Huruf b

Penyedia jasa terintegrad  melaksanakan pembangunan  suatu  industri  proses aau  suatu
pembangkit tenaga atau suatu Sarana indudri, atau Suatu prasarana (infrastruktur), atau fadlitas
lannya, dimana selurun pekerjaan perencanaan, pengadaan, dan pejaksanaan dilaksanakan
secara terintegras berdasarkan tingkat kepastian harga akhir dan waktu penydesaian yang tinggi
dan sigp untuk dioperasikan (turn key).



Huruf ¢

Cukup jelas

Aya (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Badan usaha asing addah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisli di negara
adang, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum
Perseroan Terbatas (PT).

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Aya (1)

Tujuan penetgoan kladfikes dan kudifikes usaha jasa konstruks addah untuk membentuk
gruktur usaha yang kokoh dan efisen meaui kemitraan yang sinergis antara pelaku usaha jasa
konstruks.

Aya (2

Kladfikes usaha jasa kongtruks dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha
orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan.

Aya (3)

Kudifikes usaha jasa konstruks dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha
orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya.

Aya (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Sgdan dengan ketentuan kebijakan pengembangan usaha jasa konstruks sebagaimana dimaksud
ddam Pasd 12 Undang-undang tentang Jasa Konstruks, asodas perusahaan hanya dapat
melaksanakan klasfikes dan kudifikes pada usaha jasa konstruks yang belum mendapatkan
klesfikes dan kudifikes pada bidang/sub bidang bagian sub bidang yang sama dari asosas
lannya

Asosad perusshaan yang bersfaa umum hanya dgpat mdaksanakan klasfikes dan kudjfikes
pada usaha jasa kondtruks yang belum mendapatkan klasifikes dan kudifikes pada bidang/sub
bidang bagian sub bidang yang bersfat umum dari asosias lainnya

Asosas perusshean yang bersfat gpesdis hanyadgpat mdaksanakan klasfikes dan kudifikes
pada usaha jasa kongtruks yang belum mendapatkan klasifikes dan kudifikes pada bidang/sub
bidang/ bagian sub bidang yang bersfat spesdis dari asosas lainnya.

Dadam had asodas bdum terakreditas. peaksanaan penetgpan  klasfikes dan  kudifikas
djlakukan oleh Lembaga.

Aya (6)

Pokok-pokok pengaturan klasfikes dan kudifikes yang ditetgpkan oleh Lembaga antara lain
persyaratan permoddan. persyaratan tenaga kerja. dan persyaratan pengalaman.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayét (2)

Pembatasan pekerjaan yang holeh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risko pekerjaan
konstruks.

Aya (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Badan usaha yang berhentuk hadan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT) dan Koperas.



Aya (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Larangan perangkapan ini berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

yang tidak sehat

Pasal 12

Ayat (1)

a. Badan usaha jasa konstruks nasond yang didirikan daam rangka penanaman moda asing
harus diregistras dan dinilai dengan kemampuannyadi Indonesia,

b. Regisras dimaksudkan untuk pencatatan dan pendaftaran data perusshaan meiputi data
adminidras, keuangan, persondia, perdatan dan penilaian kinerja perusahaan, dan dapat
dilakukan di Lembaga daerah apabila sudah terbentuk.

Cc. Apabila asodad perusthean, asosas profes atau inditus pendidikean dan pdatihan belum
terbentuk dan terekreditas di wilayah aau tempat badan ussha atau orang perseorangan
tenaga kerja berada, maka registras dilakukan oleh Lembaga

Aya (2

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ddam hd asnsas bdum terakrediteas aau profes bdum memiliki asodad, klagfikes dan

kudifikad dilakukan oleh Lemhaga.

Ayét (2)

Laporan tersebul dimaksudkan untuk memberikan data kepada Lembaga daam rangka

pengawasan lerhadap pel aksanaan penerbilan serlifika klasifikes dan serlifika kudifikes.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Aya (1)

Yang dimaksud wagib memiliki izin ussha lermasuk kegiatan usda jasa konstruks yang

lerinlegras harus memenuhi perizinan sesua tahapan pekerjaan kongdruks.

Semua izin usaha badan usaha yang dilakukan di wilayah daerah menjadi wewenang Pemerinlah

Daerah sebagamana diatur ddam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan  Pembinaan

Jasa Konstruks.

Aya (2

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan peraiuran perundang-undangan addah, antara lain peraturan perundang-

undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pgjak (PNBP)

Ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya(2)

Untuk memperoleh sertifikat keterampilan kerja dapat dilakukan

dengan cara:

a. pendidikan yang diakhiri dengan pengujian;

b. pdatihanyang diakhiri dengan pengujian; aau

c. pembekaan yang diakhiri dengan pengujian.

Aya (3)

Untuk memperoleh sertifikat keahlian kerja dapat dilakukan dengan cara:

a menyeesakan pendidiken di perguruan tinggi aau yang Satara yang terakreditad  oleh
Pemerintah. dan tdah meakukan pemagangan secara profesond yang diakhiri  dengan
pengujian oleh asosas terkait; atau

b. penilaavpengujian terhadep tenaga ahli yang tdah mempunya pengdaman oleh asosas
terkait.

Aya (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Asosas profes dan inditus pendidikan dan peaihan hanya dapat meaksanakan klasfikas.

kudifikes. dan sertifikas keterampilan kerja dan keahlian kerja berdasarkan displin keillmuan

dan aau keterampilan tertentu dan aau kefungdan dan atau keahlian pada tenaga kerja
konstruks yang belum mendapatkan sertifikat keterampilkan kerja dan sertifikat keshlian kerja
dari asodad dan inditus pendidikan dan pdatihan lainnya

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Sebaga  bukli bahwa tenaga kerja tdah diregistras, maka yang bersangkutan akan diberikan

nomor registras tenaga kerja yang tidak memungkinkan dimiliki oleh orang lain.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Dadam hd asodas aau inditus pendidiken dan peatihan belum terekreditas dan atau terega

kerjabelum memiliki asodag, sartifikas keterampilan dilakukan oleh Lembaga

Ddam hd asodas bdum terakredites aau profes bedum memiliki asosag, sartifiked keshlian

dilakukan oleh Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Forum bukan merupakan organisas, tetepi hanya merupakan bentuk aktivitas masyarakat secara

spontan.

Ayat(2)

Agpiras yang dimaksudkan adadah aspiras yang berhubungan dengan jasa kongruks, bak

daam bentuk tertulis maupun lisan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Kegiaan fadlitas Pemerintah meipuiti :

a. menyusun jadud kegiatan Forum;

b. menyedenggarakan kegiatan Forum;



c. meaksanakan tertib administras kesekretariatan;

d. menghimpun maesukanrmasukan mesyarakat mengena jasa konstruks  dan  merumuskan
sebagal bahan pertemuan Forum;

e. menghimpun hagl-hasl Forum dan menyampaikan kepada yang berkepentingan dan
memonjtor tindak lanjutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayai(l)

Pada tahgp awd, Pemeintah dgpat mengambil inigatif dadam menetgpkan pembentukan

Lembaga serta memberi dukungan fasiljtas termasuk pendanaan operasiondnya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jellas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Aya (6)

Cukup jelas

Ayal(7)

Cukup jelas

Aya(8)

Cukup jelas

Pasal 25

Aya (1)

Yang dimaksud dengan dfat nesond addah sduruh nonna dan aturan yang diterbitkan oleh

Lembaga harus dapat mengakomodasikan kepentingan nasiona dan kepentingan daerah secara

berimbang.

Yang dimaksud dengan independen dan mandiri mempunya pengertian bahwa ddam hd

kebijakan pengembangan jasskonstruks, Lembaga harus dapat bertindak secara independen

berdasarkan asas pengembangan jasa konstruks, tidak berada di bawah pengaruh sgpapun, baik
dari unsur pengussha sSwasta maupun unsur gparaiur Pemerintah, dan ddam hd dana
operasiond, Lembaga harus dapat mandiri tanpa bergantung kepada Pemerintah.

Yang dimaksud dengan terbuka mempunya pengertian bahwa masyarakat umum  dapat

mengawas dan mendapatkan infonnas di bidang jasa kongtruks dari Lembaga

Aya (2)

a. Untuk menjamin profesondisme, keterbukaan, dan kemandirian Lembaga, maka sekurang-
kurangnya lembaga memiliki unsur perumus dan pengawas kebijakan Lembaga, serta unsur
pel aksana operasional kebijakan Lembaga,

b. Unsur perumus dan pengawas kebijakan terdiri dari wakil-wakil anggota Lembaga yang
dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada musyawarah anggota Lembaga.

c. Unsur pelaksana kegiatan operasond kebijakan Lembaga diangkat oleh dan
bertanggungjawab kepada unsur perumus dan pengawas kebjjakan Lembaga.

d. Yang dapat diangkat sebagal unsur pelaksana kegiatan operasond kebijakan Lembaga harus
memiliki kriteria profesiond, berintegritas, independen, obyektif, dan bekerja penuh waktu.

Ayai(3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan nonna dan auran yang bersfat nasond antara lain pengaturan tentang

regisrad. klasfikas. kudifikes. sertifikas keterampilan dan keshlian kerja. tata cara pengikatan

kontrak, pendidikan dan pelatihan, akreditas asosias jasa konstruks.



Aya (2

Cukup jelas

Pasal 27

Ayai(l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud musyawarah Lembaga addah musyawarah kerja Lembaga yang pelaksanaannya
ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Daam upaya pengembangan jasa konstruks, Lembaga dapat menyedenggarakan distem
informas  jasa kondruks, meakukan kegiatan promos jasa konstruks Indonesia termasuk
kerjasama dadam penetepan registras ke luar negeri, dan tugas-tuges lan yang sgdan dengan
pengembangan jasa konstruks.

Pasal 29

Lembaga wgib mdakukan penilaan untuk penyetaraan terhadgp sartifikat  keshlian  dan
keterampilan kerja yang telah dikduarkan oleh asogas profes dan atau lembaga peatihan/baa
pendidikan pdatihan yang tdah memenuhi persyaratan akredites, dan atau sertifikes keshlian
dan keterampilan kerja milik tenaga kelja asing yang berasd dari negaraasing.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat(1)

Apabila setdah 15 (lima belas) hari Lembaga tidak meaporkan ketentuan yang dikduarkannya,
maka Menteri dapat melakukan peringatan kepada Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas
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